
PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

Periode: 1 April 2026 s/d 30 Juni 2026

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Rata-Rata per Unsur:

1. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? 3.99

2. Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar persidangan ? 3.99

3. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku? 3.99

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah:

TINDAK LANJUT SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)
TRIWULAN II APRIL - JUNI 2026

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi IPAK yang telah dilakukan bahwa beberapa tindak lanjut yang diperlukan terhadap 3 unsur terendah diantaranya;

1. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? ( Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP )
 

- Senantiasa memberikan penegasan kepada seluruh petugas layanan untuk tidak meminta atau menerima pembayaran di luar tarif resmi dalam briefing PTSP;
 

- Jika terdapat temuan, pengadilan akan menindaklanjuti dengan pembinaan, teguran, atau sanksi kepada petugas yang melanggar prosedur.
 

2. Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar persidangan?
 

- Selalu menegaskan kepada Petugas PTSP dan Petugas Keamanan dalam setiap briefing untuk melakukan pelayanan seluruhnya di PTSP serta mempedomani SOP yang berlaku;
 

- Pimpinan selalu menegaskan kepada Hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Gresik dalam rapat bulanan Petugas PTSP dan Petugas Keamanan dalam setiap briefing untuk
melakukan pelayanan seluruhnya di PTSP serta mempedomani SOP yang berlaku.
 

3. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?
 

- Membuat standarisasi dan transparansi layanan;
 

- Setiap jenis layanan harus memiliki Standar Pelayanan yang jelas dan mudah diakses publik;
 

- Mengupayakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menjadi satu-satunya jalur layanan langsung dengan masyarakat untuk menghindari kontak informal;
 

- Semua area meja PTSP wajib dilengkapi CCTV dan penilaian layanan elektronik.
 

 

 

 

* Terima kasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi
kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki kualitas pelayanan.

22 Juli 2026

Ketua Pengadilan

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI GRESIK

Jl. Raya Permata No. 6 KAB. GRESIK
JAWA TIMUR

http://www.pn-gresik.go.id/

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS BERJALAN

3,99 / 99,74 %

JUMLAH 155 RESPONDEN

GENDER Laki-Laki : 101 org Perempuan : 54 org

PENDIDIKAN Tidak/Belum Sekolah : 0 org Diploma 2 : 0 org

SD : 8 org Diploma 3 : 1 org

SMP : 7 org Sarjana S1 : 75 org

SMU : 59 org Magister S2 : 5 org

Diploma 1 : 0 org Doktor S3 : 0 org

PEKERJAAN PNS : 6 org Wiraswasta : 34 org

TNI : 0 org Wirausaha : 13 org

Polri : 5 org Tenaga Kontrak : 0 org

Lainnya : 97 org

Cetak Publikasi Indeks SPAK https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?/kontrol_admin/cetak_publikasi/anBOb...
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